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Penelitian ini akan membahas tentang kebijakan Pemerintah Italia terhadap Imigran
khususnya sejak tahun krisis imigran terjadi, letak geografi Italia yang bersebelahan
dengan Laut Mediterania menjadi sasaran migran untuk mencari kehidupan yang
lebih baik dengan meninggalkan negara mereka. Ketidaksepakatan dan
ketidakseimbangan tanggung jawab oleh Uni Eropa kepada anggotanya untuk
menyeragamkan kebijakan dalam merespon isu ini. Hal ini mengharuskan Italia
mengambil kebijakan masuknya migran ke wilayah mereka dengan memperketat
beberapa aturan. Keputusan yang diambil karena adanya faktor-faktor dorongan lain
yang akan dijelaskan dan dianalisa lebih lanjut pada penelitian ini.

Penulis menggunakan metode library research dan penelitian kualitatif.
Analisa dalam penelitian ini menggunakan tingkatan analisa unit atau negara, dengan
menggunakan teori sekuritisasi, penggunaan teori ini dikarenakan munculnya agenda
keamanan yang diambil karena adanya isu yang muncul dari imigran ini bahkan
hingga tahap dipolitisasi. Perspektif Konstruktivisme juga digunakan dalam
penelitian ini untuk membedah fenomena yang terjadi, perspektif ini dipilih karena
kebijakan Italia merupakan hasil dari rezim Uni Eropa.

Kebijakan Pemerintah Italia dalam mengontrol serta mengatasi imigran yang
datang menghasilkan sebuah dilematis, ketidakmampuan anggota Uni Eropa dalam
hal ini Italia dan ketidaksepakatan yang ada dalam rezim Uni Eropa menjadikan
negara-negara yang menjadi gerbang utama migran mengalami kesulitan.

Kata Kunci: Imigran, Italia, Laut Mediterania, Kesepakatan Uni Eropa
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Abstract

This research will explain about Italia policies regarding immigrants especially in
time of immigrant crises that happened, Italia geography position that is near to
Mediterranian Sea put Italia as a target of migrants for seeking a better live and
leave their origin country. As a result, migrants flow to Italy keep increasing and
hard to control, the disagreement and the unbalance responsibilities that given from
European Union to its member to similize the policies in response to migrants. It
requires Italia to take a policy to tighten up immigrants to get into their territory and
stricter their rules. This research also uses library research methods and qualitative
methods.

This research use library research methods and qualitative research. This analyses
use unit/state level analysis, the using of securitization theory due to the emergence of
security agenda that is occurred. Constructivism perspective is also use in this
research to anaylize the phenomenon that occurs, this perspective is use due to Italia
policies is the result of European Union regime and stigmatization towards
immigrant.

However, Italia policies related in border control and also in managing overflow
migrants result in dilemma, the unability of European Union and disagreement in
European Union regime of the countries that become the main spurpose of the
migrant that suffers.

Key words: Immigrants, Italia, Mediterranian Sea, European Union Agreement

individu baik dari segi ekonomi,

Latar Belakang lingkungan, maupun identitas.

Dalam sudut pandang human Karenanya, masyarakat yang
security, gelombang migrasi yang terperangkap dalam  situasi  yang
disebabkan oleh perasaan tidak aman mengancam  cenderung  melihat
di negara asalnya dapat dikatakan kesempatan untuk masuk ke dalam
sebagai krisis kemanusiaan. Kriteria teritorial ~ negara  lain  baik
krisis kemanusiaan yakni terdapat menggunakan cara legal maupun
situasi yang mengancam keamanan ilegal.
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Ancaman yang timbul dari
fenomena  imigrasi  akibat rasa
ketidaknyamanan tidak hanya
dirasakan oleh para imigran yang
mengungsikan  diri, namun  juga
dirasakan oleh negara karena adanya

kemungkinan menjadi potensi
ancaman bagi negara penerima
imigran.  Misalnya  ketidaksiapan

negara secara administrasi  dan
masyarakat terhadap imigran, dampak
penerimaan imigran terhadap stabilitas
politik dan ekonomi adalah menjadi
isu utama di beberapa negara dalam
beberapa  tahun ke belakang,
sebagaimana negara-negara Eropa
yang menghadapi krisis imigran di
Laut Mediterania.

Gambar 1.1 Rute Imigrasi dari benua
Afrika menuju Italia
Sumber:
https://www.ecfr.eu/specials/mapping_migrati
on

Isu imigran merupakan salah
satu agenda politik Uni Eropa,
mengingat eskalasi imigran yang
datang ke negara-negara Eropa. Sejak
2014, warga Eropa terlibat diskusi
intensif yang membahas tentang

kebijakan imigrasi. Langkah ini
merupakan respon warga Eropa
terhadap meningkatnya jumlah

pengungsi dan migran lainnya yang
memasuki Eropa. Banyak dari mereka
bermigrasi sebagai upaya melarikan
diri dari konflik berkepanjangan di
Afrika dan Timur Tengah, Khususnya
perang di Suriah.

Fenomena imigrasi ini
memuncak pada 2015, dimana terdapat
lebih dari satu juta orang tiba di Eropa,
sebagian besar dari mereka telah
melakukan perjalanan di sepanjang
rute timur melalui Turki, Yunani dan
Balkan. Jumlah kedatangan mereka
kemudian turun cukup signifikan pada
2016. Meski begitu, tetap terdapat
lebih dari 160.000 orang mencapai
Eropa melalui rute Mediterania setiap
tahunnya.!

Italia sebagai salah satu negara
anggota Uni Eropa yang terletak di
jalur Laut Mediterania menjadi jalur
masuk gelombang imigran melalui
Laut Mediterania Tengah untuk
mencapai Uni Eropa sebagai usaha
para imigran dalam memperbaiki
keadaan ekonomi dan  mereka
berupaya mendapatkan perlindungan
sosial yang lebih baik. Itu sebabnya
Italia terus berusaha membuat agenda
yang dapat memecahkan masalah
imigran.

Laut Mediterania adalah jalur
bagi tiga rute migrasi utama yang
digunakan  oleh  para  imigran,
pengungsi, dan pencari suaka untuk
menyeberang ke Eropa. Rute ini
meliputi Rute Mediterania Tengah,
yang mengacu pada perjalanan laut
dari Utara Afrika (terutama Libya) ke

! The European Council on Foreign Relations
(ECFR), “The Mediterranean and Migration:
Postcards from a ‘crisis’. Diakses di:
https://www.ecfr.eu/specials/mapping_migra
tion pada 20 Oktober 2020.
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Italia, Rute Mediterania Timur yang
mengacu pada penyeberangan laut dari
Turki ke Yunani dan Rute Mediterania
Barat, yaitu laut yang melintasi dari
Maroko ke daratan Spanyol. Rute
Mediterania tengah sejauh ini adalah
yang  paling  berbahaya.  Rute
Mediterania Tengah mengacu pada
campuran migrasi atau yang lebih
dikenal dengan mixed migration dari
Afrika Utara menuju Italia dan Malta.
Mixed  migration  sendiri  dapat
dijelaskan dengan adanya kombinasi
faktor  pendorong yang terjadi,
termasuk  yang  memburuksituasi
politik dan keamanan di Libya, kondisi
yang semakin memprihatinkan di
negara-negara transit dan suaka
pertama ataupun adanya kontrol
perbatasan  yang lemah  dalam
perjalanan dan negara yang dituju.

Dalam hal ini, Italia yang
menjadi gerbang terdepan daratan
Eropa, mentransfer pengungsi dan
imigran yang tiba di pulau Lampedusa
ke daratan untuk diproses. Lampedusa,
yang menanda wilayahi paling selatan
Italia dalam perbatasan dan menjadi
Pulau terdekat dari Libya, menjadikan
Pulau Lampedusa menjadi titik masuk
yang digunakan oleh pengungsi dan
imigran bersamaan dengan Pulau
Sisilia dan Sardinia.

Kerangka Teori

Analisa  dalam  penelitian ini
menggunakan tingkatan analisa unit
atau negara, yang berfokus pada
dinamika kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah Italia terhadap responnya
dalam mengontrol serta mengatasi
imigran yang datang. Disamping itu,
konstruksi persepsi yang dibangun
oleh Pemerintah Italia memperkuat

penulis untuk menetapkan level analisa
terhadap negara. Penelitian
menggunakan perspektif
konstruktivisme, dimana fenomena
yang terjadi sejalan dengan hasil
interaksi antar Pemerintah Italia
sebagai sebuah negara dengan imigran
sebagai aktor dalam  tataran
internasional, yang mampu
mempengaruhi suatu kebijakan yang
menjadi  bentuk dari kepentingan
negara, sehingga korelasi hubungan
antar aktor dan dampak yang timbul
melalui kebijakan maupun terhadap
imigran menjadi objek kajian penulis
dalam penelitian ini serta
menggunakan teori sekuritisasi dari
Buzan dan Weaver.

Konflik Politik di Kawasan Timur
Tengah

Arab Spring yang bermula
pada tahun 2011, dimana Mohamed
Bouazizi seorang penduduk Tunisia,
membakar dirinya di depan kantor
Pemerintahan

Tunisia, merupakan sebuah aksi protes
dan frustasi akan Kketidakstabilan
ekonomi di negaranya, dimana
baginya, kondisi Tunisia sangat sulit

untuk mencari pekerjaan,
pengangguran yang merajalela
dimana-mana  dan  mendapatkan

kehidupan  yang  stabil  untuk
menggulingkan pemimpinnya, Ben
Ali. Disinilah bermula fenomena Arab
Spring di negara-negara Kawasan
Timur Tengah yang menjadi sebuah
domino satu sama lain  untuk
memprotes  Pemerintahan  mereka
masing-masing karena dianggap telah
gagal dalam menanggapi isu ekonomi
dan kesejahteraan di negara mereka.
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Fenomena ini  bermula di
ngeara Tunisia lalu merambah ke
negara-negara seperti Moroko, Syria
maupun Libya. Perang Persaudaraan
yang tidak henti-hentinya di Syria
pada masa pemerintahan Bashar Al-
Assad yang juga memiliki
kepemimpinan otoriter, dan dianggap
melangggar hak-hak asasi manusia,
Kepemimpinan Muammar Gadafi
yang lebih dari empat dekade dan
eksistensi  pelanggaran hak asasi
manusia terhadap oposisinya, isu-isu
ini  menjadi pendorong te rbesar
ketidakstabilan politik dan ekonomi di
kawasan Timur Tengah.

Percobaan pelengsesran  di
Tunisia juga menginspirasi percobaan
pelengseran Husni Mubarak di Mesir
setelah pengunjuk rasa secara massal
meminta Husni  Mubarak  untuk
mengundurkan diri, masalah-masalah
korupsi yang dilakukan Mubarak
maupun pengikutnya, tingginya angka
kemiskinan yang berpengaruh
terhadap ketahanan ekonomi
masyarakat Mesir menjadi pendorong
masyarakat untuk melakukan revolusi
untuk mengedepankan  kepentingan
rakyat.

Hal ini menjadikan Kawasan Timur
Tengah rentan akan keamanan
kemanusiaan dan kesempatan untuk
mendapatkan kehidupan yang stabil
bahkan dalam pencarian kebutuhan
hidup sehari-hari, politisasi terhadap
agama juga menjadikan kawasan ini
sebagai tempat yang rentan akan
perkembangan dan jaringan terorisme.

Pada tahun 1999, Uni Eropa
mencanangkan dibentuknya Common
European Asylum System, melalui ini
Uni Eropa mengharapkan adanya

reformasi sistem yang lebih baik lagi,
dan tanggung jawab yang setara
diantara negara-negara Uni Eropa.
Adanya standarisasi dalam regulasi
juga dilakukan melalui  Asylum
Procedures  Directive,  Reception
Consitions  Directives, Temporary
Protection Directive,  Qualification
Directive, Eurodac Regulation serta
Dublin Regulation. dimana regulasi ini
mencakup  beberapa  diantaranya
pemberian perlindungan internasional,
adanya standarisasi yang sama dalam
penegakan hukum, maupun dalam
informasi yang digunakan.

Menanggapi  krisis  imigran
yang terjadi, Uni Eropa mengusulkan
adanya kesepakatan dan solidaritas
bersama dalam merespon kebijakan
mengenai imigran, dimana usulan
tersebut mengenai kuota pengungsi
bagi negara-negara di Uni Eropa yang
ditentukan oleh hasil dari GDP,
populasi dan kekayaan negara
penerima. Tidak semua usulan awal
Uni Eropa terhadap imigran disetujui
dan diadopsi oleh negara-negara Eropa
lainnya, beberapa negara seperti
Hungaria dan Polandia, mengabaikan
desakan negara-negara lain dan Uni
Eropa untuk membuka perbatasannya
untuk  menerima sistem kuota yang
telah ditetapkan oleh Uni Eropa,
dimana negara-negara ini melihat Uni
Eropa telah gagal dalam merespon
imigran dan berdampak pada regulasi
yang dibuat sendiri oleh negara-negara
ini. meningkatnya xenophobia, rasisme
dan ketakutan akan identitas baru yang
dibawa oleh para pengungsi atau
imigran menjadi salah satu faktor yang
membentuk kebijakan di negara-
negara yang tidak mau membuka
perbatasannya.
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Pada tahun 2015, Uni Eropa
juga membentuk EU Trust Fund for
Africa, Sebuah inisiatif dalam
merespon akar masalah migrasi dari
Afrika, Kketidakstabilan, pemindahan
paksa dan migrasi tidak teratur dan
berkontribusi pada manajemen migrasi
yang lebih baik. Lembaga Uni Eropa,
beberapa diantaranya kepada negara-
negara seperti Moroko, Nigeria, Niger,
Somalia, Libya dst.

Sentimen Anti-Imigran

Pendorong utama sikap anti-
imigran adalah persepsi ancaman yang
memicu ketakutan bahwa imigran akan
berdampak negatif pada lingkungan
hidup seseorang, penduduk yang
menerima imigran cenderung
memandang mereka sebagai ancaman
terhadap sumber daya mereka,
Persaingan ini dapat terjadi karena
masalah sepeti pasar tenaga Kerja,
maupun nilai-nilai seperti agama dan
budaya yang dibawa. Dalam beberapa
kasus yang terjadi, ancaman yang
dianggap paling nyata dari orang-
orang anti-imigran adalah ancaman
ekonomi yang dibebankan terhadap
suatu negara, hal ini berdampak pada
kekhawatiran penduduk asli terhadap
ancaman lapangan pekerjaan yang
mungkin diambil oleh imigran.

Kejadian-kejadian  terorisme
seperti ISIS meningkatkan ketakutan
para imigran yang datang dari negara-
negara Timur Tengah.. Pengelolaan
perbatasan Eropa yang dianggap salah,
memungkinkan teroris masuk melalui
jalur migrasi. Pasca serangan teroris
Paris November 2015, masalah
keamanan  ini  tumbuh  secara
signifikan, karena salah satu pelaku
serangan diduga masuk ke Eropa

sebagai pengungsi. Sehingga,
kedatangan imigran seringkali
disangkutpautkan terhadap kejahatan
terorisme.

Sikap anti-imigran ini
seringkali mendorong perkembangan
nativisme yang ada, nativisme sendiri
mengacu pada  kebijakan  atau
keyakinan yang  melindungi atau
mendukung kepentingan  penduduk
asli suatu negara di atas kepentingan
para imigran. Orang-orang nativisme
ini seringkali membatasi masuknya
imigran  untuk  mempertahankan
identitas, budaya maupun nilai-nilai
yang mereka miliki.

Dominasi imigran dari Timur
Tengah dan Afrika Utara yang
memeluk agama islam, menjadi
sebuah pertimbangan lain bagi negara
penerima imigran ini, identitas yang
dibawa dianggap berbeda  dan
menimbulkan  sentimen  terhadap
imigran. Menurut  Pew Research
Centre contohnya, pandangan mereka
terhadap Muslim sangat bervariasi di
seluruh Eropa, setengah atau lebih di
negara Hongaria, Italia,
Polandia, Y unani dan Spanyol
memiliki pandangan yang sangat atau
agak tidak menyenangkan tentang
Muslim. Dan di Italia (36%),Hongaria
(35%) dan Yunani (32%), Kkira-kira
sepertiga memiliki pendapat yang
sangat tidak baik. Mayoritas di negara-

negara lain yang disurvei
mengungkapkan sikap positif tentang
Muslim. Meskipun demikian,

setidaknya seperempat di setiap negara
memiliki pandangan negatif terhadap
Muslim.

Kenaikan Pemimpin Sayap Kanan
di Italia
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Di ltalia, kenaikan pemimpin
sayap kanan dapat dilihat dari partai
Five star Movement (MSF), partai ini
mengusung Matteo Salvini, yaitu
Wakil Perdana Menteri dan Menteri
Dalam Negeri pada masa Presiden
Matteo Renzi, dari tanggal 1 June
2018 hingga 5 September 2019. Pada
tanggal 10 Juni 2018, tidak lama
setelah pelantikannya, melalui
kebijakannya, Salvini menutup
beberapa pelabuhan Italia dengan
tujuan melawan illegal immigration
dan menahan masuknya imigran ke
Italia.  Salvini  memang terkenal
terkenal sebagai politisi sayap kanan
yang memilki prasangka anti-imigran
dan anti-muslim, dalam kampanyenya
sebelum menduduki posisi Menteri
Dalam Negeri, Salvini telah beberapa
kali menggugah postingan mengenai
kasus- kasus yang dilakukan oleh
migran di Italia melalui akun media
sosial facebook-nya

Beberapa aturan dan keputusan
juga dirancang oleh Salvini terkait
imigran yang datang ke Italia,
peraturan-peraturan ini dikenal dengan
Salvini Decree atau "Keputusan
Salvini”,  keputusan ini  dinamai
menurut nama wakil perdana menteri /
menteri dalam negeri Italia, keputusan
tersebut, akan mulai berlaku ketika dan
jika presiden menandatanganinya,
beberapa kebijakannya yaitu:

Pertama, kebijakan  untuk
mencabut visa kemanusiaan terhadap
para  imigran  berdampak pada
kesulitan akses imigran di Italia,
peningkatan orang tanpa adanya status
hukum, yang berarti mengharuskan
masyarakat sipil untuk menyediakan
dokumen-dokumen resmi yang mereka
miliki di negara dimana mereka

datang. Keputusan ini akan membatasi
kriteria untuk mendapatkan visa
kemanusiaan untuk tetap berada di
Italia.  Visa dan  perlindungan
kemanusiaan yang telah membantu
imigran dari pelecehan yang ekstrem,
tetapi perlindungan kemanusiaan ini
akan dicabut jika imigran ni tidak
memenuhi definisi pengungsi yang
sempit di bawah Konvensi Pengungsi
1951. Keputusan Salvini tersebut juga
akan membatasi akses ke tempat
penampungan Yyang memadai bagi
pencari suaka yang rentan, selain dari
20.000 ruang yang dipotong sejak
pemerintah ini berkuasa pada bulan
Juni.  Hal ini mengartikan bahwa
populasi imigran yang ada di Italia
rentan akan status hukum serta
perubahan para imigran yang datang
dan pergi disebabkan sulitnya dalam
pemenuhan syarat yang ada.

Kedua, adanya pelarangan bagi
kapal-kapal yang memasuki teritorial
Laut Italia, juga penjatuhan hukum
terhadap kapten yang membawa kapal
yang mengangkut para pencari suaka,
sebagai contoh kapten Carola Rackete
yang ditahan Juni 2019 lalu dengan
memaksa untuk

masuk ke Pulau Lampedusa di Italia.
Hal ini bertujuan membuat efek jera
terhadap kapten-kapten yang
berencana untuk masuk ke wilayah
Laut Italia tanpa adanya izin secara
formal.

Ketiga, Adanya pemberian
denda  kepada organisasi  non-
pemerintah yang menolong serta
melabuhkan para imigran di wilayah
Italia khususnya di Pulau Lampedusa
yang terjadi pada Juli 2019 lalu,
dimana kapten Sea Watch—sebuah
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organisasi ~ non-pemerintah  yang
bergerak untuk menolong pengungsi
yang terlantar di lautan melalui kapal-
kapal milik organisasi—ditangkap
karena telah melanggar otoritas
Pemerintah Italia dengan melabuhkan
para imigran menegaskan sikap lItalia
bersungguh-sungguh dalam
mengimplementasikan Closed Ports
Policy.  Terlantarnya para imigran
hingga berminggu-minggu di lautan
merupakan implikasi dari kebijakan
yang ditetapkan Pemerintah Italia
karena efek jera yang berusaha
ditimbulkan oleh kebijakan mereka
terhadap organisasi non-pemerintah,
kasus-kasus ini seringkali terjadi
bahkan hingga menimbulkan korban
jiwa.

Keputusan ini diambil sebagai
suatu bentuk sekuritisasi terhadap
imigran  atau  persepsi  terhadap
ancaman terhadap keamanan secara
eksternal yang mungkin dibawa oleh
imigran, maupun internal dari dalam
Pemerintahan Italia.

Namun, hal tersebut tidak
hanya terjadi di Italia, pemimpin-
pemimpin sayap kanan di negara-
negara Uni Eropa juga melihat sebuah
kesempatan untuk mengangkat isu ini
dan mengambil pendirian yang cukup
kuat dengan mengkonstruksi
pandangan masyarakat  Eropa.
Sentimen anti-migran dari partai-partai
sayap kanan mulai sering digaungkan
Khususnya pasca terjadinya serangan
terorisme Paris yang terjadi pada tahun
2015, Tragedi ini diduga disebabkan
oleh pengungsi yang masuk ke Eropa
yang sebelumnya diketahui berada di
Yunani, sehingga keputusan untuk
menghentikan migran diambil oleh

Marine Le Pen sebagai sebuah
tindakan pencegahan akan terjadinya
tindakan-tindakan terorisme lainnya di
Prancis, kebijakan ini merupakan
sebuah kebijakan sayap kanan dari
Marine Le Pen terhadap isu migran.

Kerjasama dengan Libya

Kerjasama Italia-Libya telah
dilakukan sejak tahun 2000 dalam
menanggulangi  imigran, Kkerjasama
Italia-Libya dalam merespon migran
dapat dilihat dari ditandatanganinya
perpanjangan Memorandum of
Understanding  (MoU)  mengenai
imigran pada tahun 2017 lalu.
Beberapa isi dari MoU ini vyaitu
adanya bantuan dari Italia dalam
bentuk uang dan pelatihan terhadap
otoritas  maritim  Libya dalam
mencegah, memberhentikan dan kapal
di Laut dan memulangkan imigran
kembali ke Libya. Isi substansi ini
ditujukan untuk mencegah datang dan
berlabuhnya imigran dari Libya ke
Italia. Marco Minniti, Menteri Dalam
Negeri Italia dari Juni 2016 hingga
Januari 2018, membentuk sebuah
perjanjian dengan pemerintah Libya
yang berbasis di Tripoli untuk
mencegah  imigran  menyeberangi
Mediterania.

Perjanjian ini diperpanjang di
tahun 2020 tanpa adanya amandemen
untuk tiga tahun kedepan, berdasarkan
bentuk penawaran bantuan Pemerintah
Italia terhadap Libya tersebut, bentuk
bantuan yang ditawarkan  oleh
Pemerintah Italia berupa pelatihan,
pemberian perlengkapan dan
pemberian dukungan terhadap Penjaga
Pantai Perbatasan Libya dan otoritas
Libya lainnya, dengan tujuan
memberikan bantuan, memungkinkan
mereka untuk dapat mencegat orang di
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Laut yang berusaha melarikan diri dan
kembali memulangkan mereka ke
Libya.

Namun, kerjasama ini dianggap
hal yang mengkhawatirkan bagi orang-
orang yang melarikan diri dari Libya
maupun dari kacamata hak asasi

manusia, pasalnya, setelah
dipulangkan  kembali ke Libya,
imigran-imigran ini kembali berada di
posisi  yang  beresiko  dibawah
kekerasan dan ketidakjelasan
kesejahteraan dibawah kondisi

Pemerintaha yang tidak stabil, bahkan,
dalam pada beberapa kasus, migran-
migran ini dibawa ke pusat penahanan
Libya di mana mereka menderita
pelanggaran hak asasi manusia dan
diabaikan.

Mereka yang melarikan diri
dari Libya, bukan hanya imigran
dengan  kewarganegaraan  Libya
semata, namun juga migran-migran
dari negara lain Sudan (untuk mereka
yang datang dari Afrika Timur), Niger
(bagi mereka yang datang dari Afrika
Barat dan Tengah), atau, pada tingkat
yang lebih rendah, Aljazair (bagi
mereka yang berasal dari Afrika
Barat).

Gambar 4.1 Dampak dari Kerjasama
Italia-Libya terhadap Kedatangan
Pengsungsi dan Imigran di Italia

The effects of the Italy-Libya agreement
Monthly number of arrivals from Libya to Italy

Source: UNHCR

Beberapa isi dari MoU tersebut
diantaranya:

1. memulai inisiatif kerjasama
sesuai dengan program dan kegiatan
yang diadopsi oleh Libya, Dewan
Kepresidenan dan Pemerintah Libya
dalam kesepakatan nasional,
sehubungan dengan
dukungannyalembaga

keamanan dan militer untuk
membendung arus para migran ilegal
dan  menghadapi mereka
konsekuensi, sesuai dengan apa yang
diramalkan  oleh Perjanjian
Persahabatan, Kemitraan dan
Kerjasama ditandatangani  oleh
kedua negara dan oleh perjanjian dan
nota pemahaman yang

ditandatangani oleh para pihak
yang bersangkutan.

2. Pihak Italia memberikan
dukungan dan pembiayaan untuk
program pembangunan di
wilayah yang terkena dampakoleh
fenomena imigrasi  ilegal, dalam
berbagai sektor, seperti
energiterbarukan,infrastruktur,

kesehatan, transportasi,
pengembangan sumber daya manusia,

pengajaran, pelatihan personel
danpenelitian ilmiah.
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3. Pihak Italia berkomitmen
untuk memberikan dukungan teknis
dan  teknologi kepada lembaga-
lembaga Libya bertanggung jawab atas
perang melawan imigrasi ilegal, dan
yang diwakili oleh penjaga perbatasan

dan  penjaga pantai dari
Kementerian Pertahanan dan oleh
badan dan departemen yang
kompeten dari Kementerian
Dalam Negeri.

Sejak disahkannya

Memorandum of Understanding antara
Italia-Libya pada tahun 2017, angka
imigran dari Libya yang juga
didominasi oleh migran dari negara-
negara Afrika Utara terus menurun, hal
ini merupakan hasil dari kerjasama
dalam penanggulangan migran yang
disepakati kedua negara. Dapat dilihat
dari grafik diatas, penurunan yang
terjadi cukup signifikan, sebelum
ditandatanganinya MoU ini, UNHCR
mencatat jumlah imigran yang masuk
ke Italia mencapai lebih dari 20.000-an
imigran pada bulan Juni 2017, grafik
tersebut  terus  merosot  setelah
ditandatanganinya MoU ini.

Closed Ports Policy dan Penjatuhan
hukuman pada NGO

Organisasi non-pemerintah  menjadi
kunci utama dalam operasi pencarian
dan penyelamatan di Laut, rendahnya
angka kematian juga bergantung
sejaun mana efektivitas operasi yang
sedang dijalankan oleh NGO ini.

Médecins  Sans  Frontiéres
(MSF) merupakan organisasi
kemanusiaan  medis internasional
independen yang memberikan bantuan
darurat kepada masyarakat korban

konflik bersenjata, epidemi, bencana

alam dan masyarakat yang tidak
mendapatkan layanan kesehatan. Kami
memberikan bantuan kepada
masyarakat sesuai kebutuhan mereka
tanpa memandang ras, agama, gender
atau pandangan politik, organisasi ini
berbasis di Jenewa, Swiss dan
memiliki 24 cabang asosiasi di seluruh
dunia.

Kapal Aquarius, yang
dioperasikan bersama oleh Médecins
Sans Frontieres (MSF) dan SOS
Méditerranée bergerak dalam
pencarian dan penyelamatan terhadap
migran dan pengungsi yang berpatroli
di perairan sekitar Sisilia, Lampedusa,
dan di dekat pantai Libya sebagai
bagian dari krisis migran Eropa—pada
saat itu membawa lebih dari 600
migran, namun dalam usahanya untuk
berlabuh di pelabuhan Italua, Kapal
Aquarius ditolak oleh otoritas Italia
sebelum akhirnya berlabuh di Spanyol.
Hal ini mengakitbatkan kerentanan
terhadap para migran karena tidak
adanya pertolongan terdekat oleh
Pemerintah Italia untuk membiarkan
kapal ini berlabuh.

Pada Februari 2020, Senat
Italia secara resmi mengesahkan
persidangan terhadap Salvini atas
kasus kapal penjaga pantai Italia
Gregoretti, di mana - sebagai Menteri
Dalam Negeri saat itu - ia membiarkan
kapal berminggu-minggu untuk
diselamatkan dengan melarang kapal
berlabuh di pelabuhan Augusta, Sisilia.
Pada kasus lain, yaitu Agustus 2019,
ketika Open Arms dengan 147 migran
yang harusnya diselamatkan di laut
terpaksa berlabuh di Pulau Lampedusa
sementara kondisi di atas kapal
memburuk setelah juga dibiarkan

JOM FISIP Vol. 8: Edisi I Januari-Juni 2021

Page 10



selama tiga minggu di laut lepas.
Tragedi ini berakhir ketika Jaksa Italia
akhirnya memerintahkan pemerintah
untuk mengambil-alih kapal itu dan
membawanya ke pelabuhan. Salvini
dituduh secara tidak sah menolak
Open Arms untuk berlabuh di
Lampedusa, sehingga  merampas
kebebasan 147 wanita, pria dan anak
di bawah umur vyang harusnya
diselamatkan.

Kapal Aquarius, Sea Watch 3 menjadi
beberapa kapal yang dijatuhi hukum
oleh otoritas Italia. Pada kasus Kapal
Sea Watch 3, mereka harus
terombang-ambing di lautan sekitar 16
hari tanpa berlabuh manapun, Pada
akhirnya, Kapten kapal memutuskan
untuk menentang perintah larangan
otoritas Italia dia memasuki perairan
Italia dan terus berlayar ke pelabuhan
Lampedusa, Italia, di mana dia
bertabrakan dengan sebuah kapal
Guardia di Finanza. Di sini, kapten
kapal Sea Watch 3 ditangkap dan
didakwa sesuai dengan undang-undang
yang disahkan hanya beberapa hari
sebelumnya.

Pada kasus kapal Aquarius di bulan
Juni tahun 2018, kapal pencarian dan
penyelamatan ini mengangkut sekitar
123 penumpang, kapal ini dibiarkan
terombang-ambing tanpa ada kejelasan
untuk berlabuh di Laut Mediterania
setelah menteri dalam negeri garis
keras Italia sertapemimpin partai Liga
anti-imigrasi menolak untuk
mengizinkannya berlabuh. Para
imigran ini telah mengalami mabuk
laut karena lamanya durasi mereka di
lautan dan telah mencoba mencari
pertolongan perawatan medis dari
Doctors  without  Borders  atau

Medecins Sans Frontieres (MSF)—
organisasi kemanusiaan independen
yang memberikan bantuan medis bagi
orang-orang yang terdampak konflik,
bencana dsb—yang beroperasi di
sepanjang lautan. Hal ini dilakukan
oleh otoritas Italia sebagai usaha
dalam menahan arus pencari suaka dan
imigran yang datang, walaupun hal ini
dilihat sebagai pelanggaran terhadap
prinsip non-refoulement dibawah PBB,
namun, otoritas italia, khususnya
Salvini  melihat hal ini sebagai
kesempatan imigran untuk mengambil
resiko menyebrangi lautan untuk
diselamatkan dan dilindungi oleh
negara yang menerima mereka.

Namun, apabila kapal-kapa ini tetap
berusaha menentang keputusan dari
otoritas Pemerintah Italia, maka Italia
akan memaksa organisasi  non-
pemerintah untuk membayar denda
antara 10.000 hingga 50.000 Euro
(atau sekitar11.327 - 56.638 dolar
Amerika) untuk mengangkut migran
yang diselamatkan ke pelabuhan Italia.
Bahkan, bagi tim penyelamat yang
berulang kali merapat ke wilayah Italia
tanpa adanya izin, akan menghadapi
resiko  penyitaan  kapal secara
permanen dan denda akan dibayarkan
oleh kapten, operator maupun oleh
pemilik kapal penyelamat. Namun,
beberapa surat keputusan mengenai
migran masih ditangguhkan karena
adanya  kritik  dari  Perserikatan
Bangsa-Bangsa menyangkut
keselamatan migran di Laut dan
kritikan ~ dari  Pemerintah  secara
internal. Bahkan pelarangan yang
dilakukan oleh Pemerinah Italia ini
banyak mendapat kecaman dari
masyarakat internasional, pasalnya hal
ini menaruh hak asasi manusia pada
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posisi  kritis sebelum mendapatkan
pertolongan.

Kasus lainnya juga terjadi pada
kapal bernama Lifeline, yaitu sebuah
kapal yang dioperasikan  oleh
organisaso non-pemerintah  Jerman,
kapal ini memuat lebih dari 200
imigran dan pengungsi di dalamnya.
Kapal ini diblokir untuk memasuki
perairan ltalia, dimana pemerintah
Italia menolak kapal yang membawa
orang-orang yang telah diselamatkan
di Laut Mediterania. Lifeline telah
menunggu  dalam ketidakpastian
setelah menjemput sekitar 239 orang
antara Libya dan pulau Lampedusa di
Italia. Namun, pemerintah Italia telah
mendesak Malta untuk menerima
kapal Lifeline. Pemerintah di Italia
mengatakan kapal Lifeline tidak
mematuhi perintah penjaga pantai
Italia untuk membiarkan penjaga
pantai Libya menyelamatkan para
imigran
Pengadaan Mare Nostrum
Operation

Pada Oktober 2013, lebih dari
300 migran tewas di dekat pulau
Lampedusa, lItalia, akibat kapal yang
mereka tumpangi tenggelam di lautan.
Polisi laut Italia hanya berhasil
menyelamatkan sekitar 150 orang dari
500-an orang yang menumpangi kapal
tersebut. Dengan adanya insiden
tersebut, Italia mengambil sebuah
tindakan dimana operasi tersebut
dinamakan “Operation Mare
Nostrum”. Operasi ini merupakan
pencarian dan penyelamatan besar-
besaran dalam rangka mencegah
tewasnya migran yang melakukan
perjalanan ke Eropa.

Melalui Mare Nostrum,
angkatan laut Italia berpatroli di
70.000  kilometer  persegi  Laut
Mediterania, sebuah area yang
mencakup  zona  pencarian  dan
penyelamatan di Libya, Malta serta
Italia, dimana lebih dari 100.250
migran  diselamatkan oleh  Mare
Nostrum, sementara lebih dari 3.300
migran lainnya meninggal di laut saat
mencoba menyeberangi Mediterania
selama interval waktu ini. Meskipun
Mare Nostrum merupakan operasi
pencarian dan penyelamatan yang
efektif, biaya pemeliharaan Mare
Nostrum menjadi terlalu mahal untuk
ditanggung sendiri oleh pemerintah
Italia; hal ini menempatkan Italia
secara tidak adil memikul biaya yang
memberatkan dari misi ini untuk
semua negara anggota UE. Hal ini
menyebabkan keputusan Italia untuk
menghentikan Mare Nostrum dan
kembali ke operasi reguler.
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